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GLOSARIUM 

 

Applied Research adalah penelitian yang dapat diterapkan 
pada realita sebagai masukan guna perancangan kebijakan 
dalam bentuk Peraturan  Daerah. 
 
Ius puniendi  adalah hak untuk menghukum atau hak untuk 
memberikan hukuman 
 

Labensraum   adalah bahwa manusia  yang sudah menduduki 
suatu wilayah lain untuk mendapatkan wilayah yang lebih 
luas  
 

Tradisional adalah aksi dan tingkah laku yang keluar 
alamiah karena kebutuhan dari nenek moyang yang 
terdahulu, karena sifatnya  yang melekat dengan hidup 
masyakat 
 
Recognitie adalah pembayaran atas jasa yang diberikan setiap 
tahun, semisal pajak untuk pemasukan 
 
Beschikkingsrecht adalah hak desa menurut adat dan 
kemauannya untuk menguasai tanah dalam lingkungan 
daerahnya buat kepentingan orang lain  dengan membayar 
kerugian kepala desa. 
  



 

110 
 

INDEX 

 

A 
Asas hukum, 132, 133, 

134 

C 
cita hukum, 129, 150 

E 
eksploitasi, 103, 162 

H 
hukum adat, vi, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 25, 26, 27, 28, 30, 
32, 34, 35, 36, 37, 70, 
72, 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 
86, 87, 88, 89, 90, 92, 
93, 94, 95, 96, 97, 98, 
99, 101, 102, 103, 104, 
105, 107, 108, 109, 110, 
112, 116, 117, 128, 146, 
150, 151, 153, 156, 157, 
159, 164, 167, 169, 171, 
173, 177, 178, 180, 183, 
185, 186, 187 

hutan, i, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 
25, 27, 29, 31, 32, 37, 41, 
43, 44, 46, 51, 72, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
83, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 
100, 101, 102, 103, 104, 
105, 106, 107, 109, 110, 
111, 112, 121, 158, 167, 
180 

K 
kearifan lokal, 74, 81, 103 
konflik, 13, 14, 16, 17, 57, 

74, 79, 84, 93, 103, 112, 
121, 139, 151, 180, 183, 
186, 187 

M 
Mahkamah Konstitusi, i, 

iv, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 30, 38, 64, 66, 
68, 73, 80, 82, 87, 88, 
91, 93, 94, 106, 108, 
109, 110, 115, 165 

Masyarakat Adat, i, iv, 14, 
15, 16, 38, 62, 64, 66, 
69, 77, 87, 90, 93, 105, 
110, 111, 122 



 

111 
 

P 
paguyuban, 101 
pengelolaan hutan adat, 9, 

82, 86, 87, 98, 99 
Penguasaan hutan, 8, 104 
persekutuan hukum, 26, 

28, 30, 31, 117 
Pola-pola pemberdayaan, 

97 

T 
tanah ulayat, 7, 9, 14, 16, 

17, 31, 76, 77, 99, 118, 
119, 120, 121, 176, 183, 
184, 185, 186


